BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Mengingul
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Undang-Undang Moo 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah habipmien Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ;

Undang-Undang Nonww 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahui l+mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan  “eymrn  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momaor 4355);

Undang-Undang Nomer | Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan fangpiinglawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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11.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Permbentukan  Perafiirnr Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republih «hewsia Tahun 2022 Nomor 141
Tambahan Lemtwia  wegara Republik Indonesin  Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Initeaesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peratviran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S155);

Peraturan  Pemerintali Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelnporan  Keunngan  dan  Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negira Mepubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembuaran  Megara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); !

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri |alam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuks Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia 1whun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nowoww %0 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Mroduk Hukum Daeruh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 151)

Peraturan Menterr Inilmen Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang  Pengelompoknn Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan - Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomeor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Jombang Tahur #00" N wor 8/E);
Peraturan Daern' %« «;pwten Jombang Nomor 7 ‘Tahun 2027
tentang Anggaran l'ciulapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2022 Nomor 7/AA);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2022 Nomor  /A);
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MEMUTUSKAN:

PILRATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGOARAN PENDAPATAN 0OAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANG(GARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

i £

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

S. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah ' nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

'asal 2

Perubahan APBD ‘I'nhun  Arggaran 2023 dengan rincian sebagn

berikut:

| Pendapatan
a. Semula Rp. 2.744.307.705.444
b. Bertambah Rp 49.280.839.965
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 2.793.588.545.409

2. Belanja
a. Semula Rp. 2.936.822.752.220
b. Bertambah Rp. 205.856.439.064
Jumlah Belanja setelah _
perubahan . Rp. 3.142.679.191.284

3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 232.515.046.776
2) Bertambah Rp 156.575.599.099
Jumlah penerimaan peinbiayaan
setelah perubahan Rp 389.090.645.875
b. Pengeluaran peminayaan
1) Semula Rp 40.000.000.000
2) Bertambah/Berkurang - Rp 0
Jumlah pengeluarar nemhiayaan
setelah perubahn Rp 40.000.000.000
Jumlah pembiayann neto
netelah perubahan Rp 349.090.645.875
Hisn lebih pemlinay nan woggaran

gelelah perubahnn Rp 0
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:

L.

10,

L,

12.

13

14.

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran 111
lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

L.ampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,
rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Penjabaran perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Dunftar nnewe penerima, alat penerima, dan
e wiiren | vh;
I'ahwrwowm penerima, alamat penerima, dun

besaran bhantuan sosial;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan
khusus;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja Dan Pembiayaan; .

Rincian DBH-SDA Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatni. Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek tan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Moo hiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program  Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jeniw Owek, dan Rincian Objek Pendapatan,

Belanga dan Pembiayaan;

Sitkrvsosant Kebijakan Pemerintah Provinsi/
hatwipmien Kota pada Daerah Perbatasan
Duliim Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
Rekapitulasi dan  Sinkronisasi  Perkada
Penjabaran Perubahan APBD yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana

Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per
FKTP;

Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per
Sekolah;

Formulir Komitmen  Pemerintah  Daerah
Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja
Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN),
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
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Fewal 4
Celaksanaan penjabarsa p= yiwhan APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituanghan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
- dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

, Dﬁé’fﬁpkan di Jombang
Pada-tanggal 15 September 2023
BUPATI JOMBANG,

e
v
MU DLIIDAH WAHAB

Iinndanglonn diJdombang

Mol tangpl 15 September 2023
_SERRETARES DAKRAL

7 KABUPATEN JOMBANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 98/A

Di\HUKUM O\HIMPUNAN PERBUB\PERATURAN BUPATI 2023\98 TH 2023 P APED 2023.dee



